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PUTUSAN
Nomor 416/Pdt.G/2024/PA.Smn

@w@j}’l/ 1:
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat
pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

Xxx, tempat dan tanggal lahir Sleman, 19 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan
Warung klontong, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama, tempat kediaman di Dusun Kadilobo Rt.004
Rw.034, Purwobinangun, Pakem, Kabupaten Sleman
sebagai Penggugat

melawan

Xxx, tempat dan tanggal lahir Sleman, 23 Agustus 1995, agama Islam,
pekerjaan Buruh Peternak, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun
Ngepas Kidul Rt.004 Rw.034, Donoharjo, Ngaglik,
Kabupaten Sleman sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Maret 2024
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor
416/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 6 Maret 2024, dengan dalil-dalii pada
pokoknya sebagai berikut:

L ———— Bahwa pada tanggal 29 Juli 2015 telah
dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang
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dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama
Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, sebagaimana tercatat dalam
Kutipan Akta Nikah Nomor: 0117/12/V11/2015 Tertanggal 29 Juli 2015, pada
saat menikah status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah
jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat
dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat yang
beralamat di Dusun Ngepas Kidul RT.004 RW.034, Donoharjo, Ngaglik,
Kabupaten Sleman selama 1 tahun, kemudian berpindah ke rumah
orangtua Penggugat yang beralamat di Dusun Kadilobo RT.004 RW.034,
Purwobinangun, Pakem, Kabupaten Sleman;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat sudah
berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (Ba'da dukhul) dan belum
dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2020 sering terjadi
perselisihan dan percekcokan, yang disebabkan:
a) Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat
dan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak dapat mencukupi
kebutuhan rumah tangga;
b) Bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama
tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah dan pulangnya sering
larut malam bahkan sampai pagi hari dan pernah tidak pulang
selama seminggu, apabila ditanya darimana saja ia selama itu, ia
hanya menjawab dari main;
c) Bahwa Bahwa Tergugat sering melakukan tindak kekerasan
dalam rumah tangga pada Penggugat seperti: menendang perut
Penggugat saat hamil, melempar charger ke kepala dan bahu
Penggugat, memukul tangan, menampar pipi, disertai kata-kata
kasar serta merusak perabotan rumah tangga bersama saat marabh;
5. Bahwa puncak dari percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat
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terjadi pada bulan Februari tahun 2024 dimana antara Penggugat dan
Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat, sekarang Tergugat tinggal di Dusun Ngepas Kidul RT.004
RW.034, Donoharjo, Ngaglik, Kabupaten Sleman, sehingga sejak saat itu
antara Penggugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan
layaknya suami istri.
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat
sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk
sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga
lebih baik diputuskan karena perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian
Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus
menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan,
telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun
1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat
dikabulkan;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini
Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman cq. Majelis Hakim
dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan
yang amarnya sebagai berikut :
Primair:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2 i —_S Menjatuhkan
talak satu ba'in sughra Tergugat Xxx kepada Penggugat Xxx;
S ———————————— Membebankan
biaya perkara menurut hukum;
Subsider :
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan
yang seadil-adilnya;
Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
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menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil’kuasanya yang sah, padahal sudah dipanggil melalui relaas
panggilan Nomor 416/Pdt.G/2024/PA.Smn secara resmi dan patut pada tanggal
7 Maret 2024 dan 21 Maret 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-daliinya, telah
mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor
34040165907950002 tanggal 27 Fenruari 2019, yang bermeterai cukup
dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pakem
Kabupaten Sleman Provinsi D.l. Yogyakarta Nomor 0117/12/VI11/2015
tanggal 29 Juli 2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan
aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1.

XXX, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat

tinggal di Dusun Balong RT 02 RW. 01, Kalurahan Donoharjo,

Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, telah memberikan keterangan

di bawah sumpah sebagai berikut:

e Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
teman kerja Penggugat;

e Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 5 (lima) tahun
lalu, mereka suami isteri yang belum memiliki keturunan;

e Bahwa saksi sejak awal mengenal Penggugat sudah sering mendengarkan

curhat Penggugat tentang rumah tangganya, Penggugat cerita jika
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suaminya kasar, sering memukul dan melempar barang perabotan rumah
jika sedang marah;

e Bahwa saksi pernah melihat bekas memar di wajah, dahi dan tangan
Penggugat, saat itu Penggugat mengaku dipukuli suaminya;

e Bahwa pada bulan Februari 2024 lalu, Tergugat datang ke tempat kerja
saksi menemui Penggugat, saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat, saksi melihat Tergugat sempat mengangkat tabung gas 3 kg
dan Bersiap-siap akan memukuli Penggugat tetapi tidak berhasil, saat itu
saksi juga mendengar Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus
cerai mereka;

e Bahwa setelah kejadian di bulan Februari 2024 itu Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat dan tidak pernah Kembali lagi ke rumah

kediaman Bersama hingga saat ini;

2.
xxx, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di
Dusun Kadilobo RT 04 RW. 34, Kelurahan Purwobinangun, Kapanewon
Pakem, Kabupaten Sleman, telah memberikan keterangan di bawah
sumpah sebagai berikut:
e Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah ayah kandung Penggugat;
e Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di
rumah saksi;
e Bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat memang
tidak rukun, Tergugat sangat mudah emosional dan jika sedang marah
sering memukuli Penggugat, saksi pernah 3 (tiga) kali melihat Tergugat
menampar Penggugat di depan saksi sehingga saksi harus meminta
tetangga untuk membantu melerai mereka;
e Bahwa jika sedang marah Tergugat juga sering berkata-kata kasar
seperti menghardik dengan kalimat “anjing” kepada Penggugat, lalu
melempar-lempar barang [erabotan rumah hingga hancur;
e Bahwa sekitar 5 (lima) tahun lalu pada waktu Penggugat sedang hamil,
Tergugat juga pernah memukul dan menendang perut Penggugat hingga

Penggugat keguguran;
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Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini mengenai gugatan cerai
yang diajukan oleh Penggugat yang perkawinannya dilangsungkan menurut
hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang terhadap
perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah
memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-
panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana
yang dimaksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah
terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, namun hubungan
keduanya tidak rukun sejak awal menikah dan puncaknya saat ini Penggugat
sudah berpisah rumah selama 1(satu) bulan akibat sering terjadi perselisihan
terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat maka berdasarkan dalil tersebut
Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam perkara a quo
ke Pengadilan Agama Sleman . Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI,
Penggugat wajib membuktikan mempunyai Legal Standing untuk mengajukan
gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan,
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Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah
menghadap persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh
orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, serta tidak diketahui alasan
ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh halangan yang sah, meskipun
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Berdasarkan ketentuan Pasal
125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diadili tanpa hadirnya
Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016, tentang Mediasi, terhadap para pihak tidak perlu
dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa dalam setiap tahapan persidangan Hakim telah
berupaya menasehati Penggugat secara maksimal agar rukun dan membina
rumah tangganya seperti semula dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo.
Pasal 31 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan serta
tidak mengajukan bantahan, namun demikian, untuk memperoleh kebenaran
yang meyakinkan, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi yang diajukan
oleh Penggugat sebagaimana ketentuan yang dimaksud Pasal 22 Peraturan
Pemerintan Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang
alasan-alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan bukti surat bukti
bertanda P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang menurut
peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
pasal, 1 point 14 bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, merupakan identitas
resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
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Sehingga terbukti Penggugat adalah orang yang tepat sesuai dengan data yang
tertera di dalam KTP-el tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, sebagai bukti (akta)
autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka
terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang
sah menurut hukum dan agama Islam dan belum pernah bercerai secara resmi,
sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas untuk bertindak sebagai
pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa, sudah
disumpah, dan memberikan kesaksian seorang demi seorang, sehingga saksi
Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171
ayat (1), Pasal 172, dan Pasal 175 HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah
menyebutkan segala sumber pengetahuannya secara jelas, telah saling
bersesuaian, dan dapat meyakinkan, sehingga kesaksian demikian dianggap
telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 171 HIR, Jo Pasal 1908 KUHPerdata. Berdasarkan hal
itu, Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan
sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap
di persidangan tanpa keterangan yang sah dan tidak mengajukan bantahan
apapun, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal vyang telah
dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan
menyimpulkan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

e Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

e Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha
menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak
dapat merubah niat Penggugat untuk bercerai;

e Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah tidak
harmonis yang disebabkan karena sikap Tergugat yang mudah emosional,
menggunakan kekerasan fisikk dengan menampar, memukul dan
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menendang Penggugat sehingga Penggugat tidak sanggup lagi hidup
bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Hakim berpendapat, Penggugat
telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan alasan perceraian telah
memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991/KHI. Oleh
karena gugatan Penggugat dinilai telah cukup alasan dan antara Penggugat
dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina
rumah tangga, serta Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya,
maka dengan demikian, gugatan Penggugat juga telah memenuhi ketentuan
Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor
237/K/IAG/1998, Tanggal 7 Maret 1999 menetapkan bahwa cekcok, hidup
berpisah (tidak tinggal dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak
tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain
merupakan fakta yang cukup. Demikian pula telah sesuai dengan alasan
perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi penilaian terhadap apa yang
menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat,
Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit dipersatukan
kembali, apabila perkawinan keduanya tetap dipertahankan akan
mendatangkan kemadlorotan, baik bagi Penggugat, Tergugat, maupun keluarga
kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan
dalam Al-Quran (Surat Ar-Ruum Ayat 21), tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan
dari Kitab Fighus Sunnah Juz Il, halaman 290, yang diambil alih sebagai
pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

Loo <l3uYl 0L ol lis] ol dzg )l diry ola)l sa) brlgss cas 1516

logisr oYl o molall jzey Loglliol o 6 sl plg> azo Gl ¥
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Artinya: Apabila Majelis Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh
Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan,
sedangkan hal yang menjadi dakwaan Penggugat, yaitu
ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai
suami istri dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya,
maka Majelis Hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;
Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh

orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dalam persidangan, sedangkan

ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah, maka gugurlah
hak jawabnya, sehingga patut untuk dinyatakan telah mengakui kebenaran
semua dalil-dalil gugatan Penggugat. maka gugatan Penggugat dapat
dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan,
maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah
diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Xxx) terhadap
Penggugat (Xxx);

4, Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp.521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah  diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Sleman pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi
bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Khoiriyah Roihan,
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S.Ad., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Faidhiyatul Indah dan Tukimin, S.H.,
M.S.l. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta
para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Endang Winarni S.H.,M.H
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa

hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Khoiriyah Roihan, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dra. Faidhiyatul Indah Tukimin, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Haryanti,S.H.,M.S.I
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Rincian Biaya Perkara
1 PNBP

a. Pendaftaran : Rp 30.000.00

b. Panggilan Pertama Penggugat : Rp 10.000.00

c. Panggilan Pertama Tergugat : Rp 10.000.00

d, Redaksi : Rp 10.000,00

2 Proses : Rp 125.000,00
3 Panggilan : Rp 326.000,00
4 Materai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 521.000,00
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